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Keterangan Ahli Pemohon dalam Pengujian Pengaturan OJK
sebagai Penyidik

Jakarta, 25 September 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian
formil UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
terhadap UUD 1945 pada Senin (25/09), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan
Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-
XX1/2023 ini diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA), | Made Widia,
Ida Bagus Made Sedana Dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati. norma yang diujikan adalah
Pasal 8 Angka 21 Pasal 49 ayat (5) UU 4 Tahun 2023.

Dalam Sidang sebelumnya (11/09), Sekjen SP NIBA Bumiputera 1912 Irwan Nuryanto
menceritakan, sebagai bagian dari pekerja dan serikat pekerja yang beranggotakan lebih kurang
1.400 pekerja seluruh Indonesia ini, terdapat senilai 800 miliar hak-hak para pekerja belum
ditunaikan oleh perusahaan. Hal ini terjadi akibat dari permasalahan likuiditas keuangan yang

dialami perusahaan tempatnya bernaung beberapa tahun silam.

Atas sekian banyak surat yang dimohonkan pihaknya pada OJK, pada 16 Maret 2021 pihak
Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menggelar pertemuan yang menghadirkan banyak pihak, yakni
pemegang polis, agen asuransi, dan serikat pekerja serta perwakilan perusahaan Bumiputera
1912. Pada agenda musyawarah ini, serikat pekerja baru mengetahui bahwa OJK pernah
melayangkan surat pada pihak perusahaan untuk membentuk panitia pemilihan anggota pengelola
perusahaan. Namun perintah dalam surat tersebut tidak diindahkan dan tidak pula dijalankan oleh

perusahaan.

Kemudian atas tidak ditanggapinya surat demi surat tersebut, pihak serikat pekerja pun
mengajukan surat laporan dugaan pidana yang dikirimkan kepada Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi Mabes Polri. kan tetapi, laporan tersebut dinyatakan ditolak karena proses penyidikan
hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Sementara objek tindak pidana yang disampaikan oleh
serikat pekerja tersebut dinilai bukan wewenang pihak Kepolisian sebagaimana ditentukan oleh
UU P2SK.

___——



Pada kesempatanan yang sama, Ketua Aliansi Korban Wanaartha Life Johannes Guntoro Fistanio
sekaligus selaku pemegang polis dari PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT
WAL) menjelaskan mendapatkan informasi seluruh aset Wanaarta senilai hampir 4,7 Triliun
diblokir dan disita oleh negara. Sehingga pihaknya sebagai pemegang polis tidak bisa mencairkan
polis yang sudah jatuh tempo. Pada beberapa waktu kemudian, perusahaan asuransi ini
mengajukan praperadilan atas penyitaan asetnya namun hasil putusan peradilan menyatakan
ditolak. Pada saat proses peradilan yang dilakukan perusahaan ini, pemegang polis mendapati
fakta hanya 2,4 T dari keseluruhan aset PT WAL yang disita negara.

mendapati kenyataan dibohongi atas informasi yang berbeda, Guntoro pun mulai mengirim surat
minta perlindungan hukum yang berkeadilan bagi nasabah ke OJK. Tetapi OJK membuat Aliansi
Korban PT WAL sedih karena hingga persidangan saat ini berlangsung tidak ada respons balasan
dari OJK.(Sri/MHM)
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